
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN  2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang: a.

b.

c.

bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat atas pelayanan publik yang prima,
Pemerintah Daerah selaku penyelenggara  utama
pelayanan publik berkewajiban menyelenggarakan
pelayanan publik secara terintegrasi,
berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-
prinsip dan tata kelola pemerintahan yang baik;

bahwa sesuai dengan tuntutan dan harapan
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik
yang prima, perlu adanya standar dan kriteria
penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat
dijadikan pedoman bagi setiap penyelenggara
pelayanan publik dan masyarakat;

bahwa standar dan kriteria pelayanan publik yang
dijadikan pedoman bagi setiap penyelenggaraan
pelayanan publik dan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada huruf b perlu diatur sesuai
dengan kewenangan daerah dan selaras dengan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, sehingga menjamin adanya
perlindungan hak masyarakat untuk
mendapatkan pelayanan publik yang prima;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4899);



8.

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  5357);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012
Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN  PUBLIK.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten  Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati  beserta perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Sekretaris  Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah  Sekretaris
Daerah Kabupaten  Tanjung Jabung Timur.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan tugas pelayanan publik.

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Pemerintahan
Daerah, korporasi, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan pelayanan publik.

9. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana
adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di
dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun
penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan
hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan
publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

11. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur.



12. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi
keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar
pelayanan.

13. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Sistem
Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan
pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari
penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan,
tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau
bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.

14. Mediasi adalah penyelesaian sengketa pelayanan publik antar para
pihak oleh Ombudsman dan atau Komisi Pelayanan Publik.

15. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antar
para pihak yang diputus oleh Ombudsman atau Komisi Pelayanan
Publik.

16. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah
ukuran kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan yang
disediakan oleh penyelenggara berdasarkan standar pelayanan yang
telah ditetapkan.

17. Pelanggaran Pelayanan Publik adalah perilaku atau perbuatan
melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang
untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut,
termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara
pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau
immateriil bagi masyarakat dan/atau orang perseorangan, dan/atau
badan hukum.

18. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan terhadap
ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar
pelayanan yang telah ditentukan yang disampaikan secara tertulis
atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban pelanggaran
pelayanan publik.

19. Laporan  adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang
diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman atau Komisi
Pelayanan Publik yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh
setiap orang yang telah menjadi korban pelanggaran pelayanan
publik.

20. Pelapor adalah warga negara Indonesia atau penduduk yang
memberikan laporan kepada Ombudsman atau Komisi Pelayanan
Publik.

21. Terlapor adalah penyelenggara pelayanan publik yang melakukan
pelanggaran pelayanan publik yang dilaporkan kepada Ombudsman
atau Komisi Pelayanan Publik.


